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[bookmark: _Toc187571783]ABSTRACT
This research analyses the relation between the practice of money politics and the pragmatic behaviour of first-time voters in elections. Money politics, which involves offerjng incentives, which is often considered an effective strategy to gain support. On the other hand, first-time voters, participating in elections for the first time, often face political decision they do not fully understand. Data shows that 53,2% of respondents expect to receive incentives for voting, reflecting a pragmatic behaviour that tends to emerge during decision-making processes. This research uses a survey method with respondents aged 17-22 years old, sampled from first-time voters who are students of the Faculty of Social and Political Sciences at Udayana University. The questionnaire was designed to measure the significance of the relation between money politics and pragmatic behaviours although the correlation is low. Validity and reliability tests show 52 statements are valid and reliable. A normality test confirms the data is normally distributed, while a heteroscedasticity test indicates homogeneous data. Simple linear regression analysis reveals an equation with a constant of 34,450 and variable X coefficient of 0.310, with an R Square value of 13,6%. The T-test results show that Ha are accepted and H0 are rejected, proving that money politics could encourage pragmatic behaviour among first-time voters, although it’s influence are relatively low. This has the potential to undermine the quality pf democracy and electoral integrity. Therefore, efforts are needed to enhance political education for first-time voters to mitigate the negative impacts of money politics and foster more rational and critical political awareness.
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1. PENDAHULUAN
    	Tolak ukur dari keberhasilan demokrasi salah satunya merupakan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu). Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemilihan umum merupakan suatu terobosan politik Indonesia yang signifikan demi terwujudnya demokrasi. Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak di bulan Februari tahun 2024. Pemilu dilaksanakan secara serentak guna menghemat anggaran berdasarkan data APBN, per akhir Maret 2024 biaya yang dihemat dari pemilu putaran pertama yaitu sebesar 12,3 triliun dibandingkan dilaksanakan secara terpisah.
Pelaksanaan pemilu tahun 2024 yakni pemilihan bakal calon Presiden serta Wakil Presiden serta pemilihan calon Legislatif DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, dilanjutkan pilkada yang akan dilaksanakan pada 34 Provinsi serta 514 Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2024. Tak dapat dihindari, dilaksanakannya pesta demokrasi yang telah ada sejak tahun 1955 ini selalu tidak luput dari fenomena politik yang muncul. Hal ini menuai dampak negatif dan positif pada beberapa kalangan dan aspek, baik pada politisi, praktisi pemerintah, akademisi politik, pemerintahan dan yang sudah pasti adalah rakyat. Perihal tersebut dapat tampak dari berbagai fakta permasalahan yang timbul pada terselenggaranya pemilu seperti terjadinya penggunaan anggaran pemilu yang tidak efisien, kinerja pemerintah yang terpilih tidak sesuai dengan segala bentuk komitmen yang diutarakan disaat kampanye berlangsung, dan kasus tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang terpilih. Selain itu, tak sedikit kasus sengketa terkait dengan hasil suara yang diperoleh menyangkut para pendukung tiap calon sehingga berdampak pada permasalahan yang terjadi terutama di daerah. Salah satu konflik yang terjadi adalah fenomena yang menyangkut politik transaksional.
Politik transaksional dapat diketahui sebagai “memperdagangkan politik” ataupun hal lain yang terkait dengan kebijakan, kekuasaan atau kewenangan. Dalam hal ini, terdapat dua aktor yang menjual dan membeli, sehingga yang terjadi di tengah Masyarakat adalah politik dengan syarat “tukar-menukar”. Politik transaksional dapat memiliki arti yaitu guna mempengaruhi suatu tindakan seseorang dengan ganjaran tertentu. Selain itu, politik transaksional juga berarti Tindakan “jual-beli” suara dalam berlangsungnya prosedur politik ataupun wewenang. Politik transaksional dapat berupa pemberian uang, barang atau memberi iming-iming sesuatu kepada Masyarakat sebagai pemilih secara berkelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan politis (Ismawan dalam Ashar, 2022). Politik transaksional sendiri memiliki beberapa modus dan bentuk. 
Money politics sering muncul dalam berbagai tingkatan masyarakat maupun pada lembaga pemerintahan serta politik, dan timbulnya berbagai kasus korupsi yang mengaitkan anggota legislatif ataupun pemerintah lainnya yang terpilih melalui pemilu. Hal ini dapat dilihat dari kasus aktor politik populisme di Bali. Populisme di Bali di gerakkan oleh lembaga struktur adat yang kuat yang kemudian dipelihara oleh elit politik yang mempunyai kemampuan kapital demi mencapai kepentingan politik mereka sendiri. Karakter dari populisme yang terjadi di Bali sendiri menyertakan kearifan lokal di dalamnya yang digunakan oleh elit politik untuk dijual dalam kampanye pemilu dan pemilukada. (Azhar, Zuryani, & Erviantono, 2021:234-246)
Permasalahan yang telah dibahas tersebut dapat dilihat dari praktik money politics yang selalu muncul pada saat pemilu. Kasus-kasus terkait dapat dilihat dimulai dari tahapan-tahapan berlangsungnya Pemilu mulai dari usulan calon dari internal Partai Politik, hingga saat perhitungan suara. Contoh kasus yang terjadi menjelang Pemilu tahun 2019, pihak kepolisian dan Bawaslu mendapatkan beberapa kasus dugaan politik uang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kasus terjadi di Jakarta Utara, dikutip dari Kompas.com (2019) Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara mengamankan 80 amplop dari posko pemenangan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra yang terletak di kawasan Warakas. Berdasarkan keterangan laporan Kapolres Metro Jakarta Utara, didapati barang bukti berupa amplop yang telah diamankan yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500,000. dari hasil pemeriksaan Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara, mendapat bukti bahwa amplop yang berisikan uang tersebut diduga akan digunakan untuk uang saksi partai politik pada pemilu hari Rabu esok hari.
Money politics tak hanya berdampak pada saat tahapan pemilu, namun berdampak juga pada hasil pemilu yang tidak berjalan dengan efektif. Mirisnya, money politics sudah dianggap wajar atau lumrah terjadi saat pemilu. Hal ini dibuktikan dengan temuan KPK yang dikutip dari berita satu (2014) yang menyatakan bahwa pada saat pemilu tahun 2013 sebanyak 71,72% pemilih menilai praktik money politics merupakan sebuah kewajaran dan lazim terjadi. Kemudian, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung (2014) hasil studi mengenai pandangan masyarakat mengenai politik uang dianggap sebagai kewajaran, dan merupakan hal yang lumrah. Money politics ini merupakan salah satu bentuk dari praktik korupsi yang masuk dalam bentuk praktik korupsi politik. Akan tetapi, pandangan masyarakat terhadap hal tersebut justru telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi, karena praktik money politics ini sudah biasa di mata masyarakat, tentunya banyak hal yang harus perhatikan untuk mencegah praktik money politics terjadi pada pemilu kedepannya. Pandangan masyarakat terhadap lazimnya praktik money politics menimbulkan permasalahan berkelanjutan yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan masyarakat baik pemilih maupun calon dalam proses berlangsungnya Pemilu. 
Pemilih dan juga calon kandidat merupakan aktor utama dalam terselenggaranya pemilu. Hal ini merupakan suatu bentuk partisipasi politik di negara demokrasi seperti Indonesia. Dalam kegiatan pemilu di indoneisa, pemilih memiliki syarat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah pernah menikah. Setiap tahunnya memiliki generasi baru yaitu pemilih pemula yang belum pernah memilih pada pemilihan umum di beberapa tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemilih generasi sebelumnya, pemilih pemula memiliki karakter dimana latar belakang, tantangan, dan juga pengalaman yang berbeda. 
	Sebagian besar pemilih pemula merupakan pelajar yang cenderung terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. Dengan adanya tantangan seperti perubahan politik dengan permasalahan-permasalahannya yang ada di dalam negri yang tak kunjung selesai, pemilih pemula memiliki pengaruh esensial dan relevan dalam pemilu. Partai politik dan para calon kandidat sudah pasti akan mengincar pemilh pemula untuk menjadi pendukung mereka karena karakter mereka yang cenderung masih terbuka akan hal-hal baru terutama pemahaman mengenai politik. Berbagai cara mereka lakukan guna mendapatkan suara dari pemilih pemula termasuk melalui cara yang salah. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terlebih kepada pemilih pemula yang memiliki pendidikan politik yang cenderung rendah. Indikator dari Pendidikan politik yang minim bisa berupa berbagai hal, contohnya adalah kurangnya sosialisasi politik
Pendidikan politik yang rendah dapat menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum politik terutama calon kandidat yang memanfaatkan pemilih pemula untuk kepentingan-kepentingan tertentu dengan cara yang salah. Contoh kecilnya adalah ketika para pemilih pemula ini kerap kali digiring pada pasangan calon tertentu ataupun kandidat calon dengan berbagai bentuk kampanye dari paslon (pasangan calon) ataupun calon kandidat. Kampanye tersebut dapat berupa iklan yang ada di sosial media maupun secara langsung tanpa adanya pemahaman maupun keyakinan mengenai mengapa mereka harus memilih pasangan calon atau kandidat calon tersebut. Selain itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya para pemilih pemula ini yang dapat menjadi sasaran empuk para kandidat melakukan praktik money politic. Rendahnya tingkat sosialisasi dan Pendidikan politik akan menyasar pemilih pemula yang masih dianggap “polos” dan kebanyakan dari mereka masih buta akan politik sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi terlebih mereka yang memang belum menentukan pasangan calon ataupun kandidat mana yang ingin mereka pilih. 
Praktik Money politics rentan menjadi sebuah indikator para pemilih pemula untuk bersikap pragmatis terhadap penentuan siapa pasangan calon ataupun kandidat yang akan mereka pilih tanpa berfikir kritis atau dengan pertimbangan yang sesuai dengan apa yang diyakini tepat oleh pemilih itu sendiri. Pada penelitian ini, penulis memilih mahasiswa/i aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagai populasi dan sampel pada penelitian ini dikarenakan mayoritas dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana berumur 17-21 tahun dimana hal tersebut termasuk dalam kategori pemilih pemula. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan terkait dengan tingkat pemahaman mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan topik terkait dengan politik khususnya money politics sehingga peneliti bisa mendapatkan responden yang bisa menjawab dengan baik berhubung topik politik merupakan hal yang dipelajari oleh mahasiswa/I Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
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Untuk mencapai sasaran penelitian yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, telah didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa untuk menunjang penelitian ini. Kajian pustaka meliputi beberapa penelitian ilmiah dari beberapa sumber yang nantinya akan ditinjau sekaligus pembanding untuk penelitian “Hubungan Praktik Money Politics Terhadap Sikap Pragmatis Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024”.
Penelitian ini perkuat oleh beberapa studi sebelumnya yang relevan. Penelitian oleh Hawing dan Hartaman (2021) dari Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul "Politik Uang Dalam Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)" menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil uji pengaruh antar variabel menunjukkan bahwa politik uang memberikan kontribusi sebesar 26,1% terhadap preferensi pemilih, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Studi ini berfokus pada hubungan preferensi pemilih dengan politik uang, berbeda dengan penelitian ini yang lebih menyoroti hubungan dengan sikap pragmatis.
Penelitian lain oleh Zaiton dan Ubaidullah (2019) dari Universitas Syiah Kuala berjudul "Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan" juga menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara politik uang dan partisipasi pemilih pemula, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,771. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pemilih pemula, meskipun penelitian ini menggunakan analisis hubungan, bukan pengaruh.
Selanjutnya, penelitian oleh Hawing et al. (2020) dari Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul "Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018" menunjukkan bahwa pemberian uang memengaruhi partisipasi politik. Hasil regresi menunjukkan variabel politik uang memberikan pengaruh sebesar 53% terhadap partisipasi politik.
Perbedaan utama dari penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini fokus pada hubungan antara politik uang dan sikap pragmatis pemilih pemula, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengaruh politik uang terhadap partisipasi atau preferensi pemilih secara umum.
Kesamaan antara tiga penelitian diatas dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah mengangkat tema politik uang atau yang dapat disebut juga dengan money politics yang dikaitkan dengan partisipasi politik. Selain itu, persamaan lainnya juga berada pada penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan melibatkan pemilih sebagai sampel dan populasinya.
Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini merupakan teori yang digunakan, metode analisis data, lokasi penelitian, dan pemilihan responden. Selain itu, penelitian ini akan berfokus kepada hubungan money politics terhadap sikap pragmatis pemilih pemula mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian dilakukan di kota lain serta peneliti terdahulu lebih berfokus pada preferensi dan sikap dari pemilih. 
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Teori pilihan rasional coleman berlandaskan atas perlakuan suatu individu yang mengacu pada satu haluan yaitu merupakan aksi yang dilandaskan dari nilai atau preferensi pilihan. James S. Coleman berpendapat jikalau perlu adanya gagasan akurat terkait dengan aktor rasional yang mendapati adanya aksi yang bisa mempertinggi manfaat atau hasrat mereka. Komponen utama dari teori pilihan rasional James S. Coleman itu sendiri adalah aktor dan juga sumber daya. Aktor merupakan individu yang melaksanakan aksi. Sedangkan sumber daya merupakan kemampuan yang dimiliki. Bentuk dari sumber daya itu sendiri adalah dapat berbentuk potensi dari alam. Manusia, ataupun potensi dalam diri seseorang. 
Hubungan aktor dengan sumber daya ke dalam sistem sosial adalah disaat aktor mengatur suatu sumber daya untuk menarik atensi dari khalayak lain. Dalam hal tersebut aktor memiliki sasaran untuk mencapai kepentingannya. Namun, tak semua individu dapat bertindak secara rasional. Seorang aktor dapat bertindak tepat dengan rasional ataupun dengan cara yang menyimpang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh aktor yang memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan yaitu menimbulkan suatu tindakan sistem sosial. 
Teori Pilihan Rasional James S. Coleman sendiri dipengaruhi oleh teori pertukaran dimana manusia akan selalu terlibat akan memilih suatu perilaku dengan pertimbangan cost and reward atau biaya dan imbalan. Dalam pertukaran pun tidak cuma berupa materi namun dapat dalam bentuk non materi. Dalam mencapai suatu sasaran seorang individu pasti dipicu akan adanya kebutuhan yang menimbulkan antusiasme dalam memilih suatu keputusan. (Ritzer & Alimandan, 2005)
Jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pemilih pemula sebagai Aktor, serta sumber daya yang mereka miliki yakni hak suara mereka sebagai warga negara Indonesia. Teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana money politics memengaruhi sikap pragmatis pemilih pemula yang dimana tindakan pragmatis mengacu pada kecenderungan pemilih pemula untuk fokus pada keuntungan jangka pendek dan nyata dibandingkan ideologi atau visi misi calon kandidat. Money politics dapat dilihan sebagai mekanisme yang memengaruhi rasionalitas pemilih pemula yang sering kali berada dalam tahap awal pengalaman politik sehingga ada kemungkinan untuk dipengaruhi oleh insentif.
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Pemilih pemula atau dapat disebut juga dengan first-time voters dapat didefinisikan dengan warga negara yang sudah mempunyai hak untuk melakukan pemilihan di kesempatan pemilihan umum pertama kalinya. Di Indonesia sendiri, cakupan dari warga negara yang digolongkan sebagai pemilih pemula dapat beragam diantaranya adalah  pelajar dan mahasiswa yang termasuk dalam usia 17-22 tahun, warga negara Indonesia yang telah menikah atau sudah pernah menikah meski usianya belum mencapai 17 tahun dan juga kalangan TNI/Polri yang sudah pensiun. (Heider Hov, 2019:27).  Golongan pemilih pemula yang digunakan oleh penulis adalah terdapat dalam golongan mahasiswa atau pelajar yang termasuk dalam rentang usia 17-22 tahun dilandaskan dari even pemilu 5 tahunan
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan umum adalah sebuah wadah bagi kedaulatan rakyat guna memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sendiri merupakan wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. Pada era ini, pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU beserta dengan jajaran panitia penyelenggara pemilu atau badan Ad Hoc, yaitu terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di tingkat desa/kelurahan atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Pemilu memiliki makna di negara demokrasi diantaranya adalah sebagai kompetisi dalam mengisi jabatan politik yang ada di pemerintahan berdasarkan pilihan warga negara yang sudah mencakup persyaratan untuk menjadi pemilih. Selain itu, pemilihan umum juga menjadi mekanisme penting bagi berlangsungnya demokrasi supaya rakyat dapat menentukan wakil mereka dalam lembaga perwakilan. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber dan Jurdil yaitu, singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden meliputi;
A. Langsung, yang berarti rakyat Indonesia sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dari kehendak hati nuraninya tanpa adanya perantara
B. Umum, yang berarti seluruh warga negara yang telah genap berusia 17 tahun atau belum berumur 17 tahun namun sudah pernah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan jika sudah berusia diatas 21 tahun, seluruh warga negara berhak untuk dipilih tanpa adanya pengecualian atau diskriminasi
C. Bebas, yang berarti pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Hal tersebut mencakup 
D. Rahasia, yang berarti rakyat sebagai pemilih telah dijamin dengan peraturan untuk tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang akan dipilih atau kepada siapa suara akan diberikan.
E. Jujur, dalam artian seluruh aktor saat terselenggaranya pemilihan umum baik penyelenggara terlaksananya pemilu, pemerintah dan partai politik, badan pengawas pemilu, pemilih, dan peserta pemilu, dan siapapun yang berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
F. Dan yang terakhir, Adil yang berarti dalam penyelengaraan pemilu seluruh pihak yang menjadi peserta dalam jalannya pemilu harus mendapat perlakuan yang sama serta terhindar dari kecurangan pihak manapun. (Maria & Marendra, 2020:14)
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Sikap pragmatis dapat diartikan sebagai pendekatan atau sikap yang cenderung praktis dan realistis terhadap suatu situasi atau masalah. Seseorang yang mempunyai sikap pragmatis biasanya cenderung fokus pada Solusi yang efektif dan dapat diimplementasikan di dalam konteks yang nyata daripada berkiblat pada suatu teori atau idealisme saja. Filsafat pragmatisme mengajarkan bahwa kebenaran dari suatu hal bergantung pada manfaat yang diberikannya bagi kehidupan praktis. Ciri dari pragmatis itu sendiri antara lain adalah;
1. Memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indra manusia. 
2. Apa yang dipandang benar merupakan apa yang berguna dan berfungsi
3. Manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat.
Pragmatis mengacu lebih kepada hasil praktis dan berguna bagi kehidupan, dan mengabaikan aspek teoritis dan idealis. (Tafsir, 1990:319)
Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari sikap pragmatis itu sendiri cenderung memilih cara yang paling efektif dan efisien demi mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti teori atau aturan, sikap pragmatis juga kerap kali hanya memperhatikan hasil akhir dari suatu tindakan atau keputusan dan mengesampingkan nilai-nilai lain seperti kebenaran atau keadilan. Oleh karena itu, sikap pragmatis berpotensi untuk mengesampingkan nilai-nilai luhur dan kebenaran jika hal tersebut tidak berguna bagi mencapai tujuan yang diinginkan.
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Money politics bisa didefinisikan dengan tindakan untuk menentukan perilaku seseorang menggunakan ganjaran tertentu. Money politics juga dapat didefinisikan sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan money politics dapat terjadi dalam jangkauan yang luas dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum pada suatu negara. Masyarakat memahami bahwa money politics merupakan pemberian uang, barang, iming-iming sesuatu kepada masyarakat secara berkelompok maupun individual untuk mendapat keuntungan politis (political gain). (Rosyad, 2021:13-14)
Definisi terkait dengan politik uang secara implisit telah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Politik Uang pasal 82 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Dan dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon DPRD. 
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Penelitian ini menetapkan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara praktik money politics (sebagai variabel bebas) dan sikap pragmatis pemilih pemula (sebagai variabel terikat). Fokus penelitian diarahkan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, yang dipilih karena berada dalam rentang usia pemilih pemula dan memiliki dasar teoritis tentang politik melalui kurikulum akademik mereka.
Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada mahasiswa, serta data sekunder yang mencakup literatur terkait seperti buku, jurnal, dan laporan. Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa FISIP Universitas Udayana yang berjumlah 1.537 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 94 responden dengan kriteria tertentu, seperti berusia di atas 17 tahun dan belum pernah memilih sebelumnya. Data dikumpulkan dengan distribusi kuesioner, dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur respons. Validitas instrumen diuji dengan rumus korelasi, sedangkan reliabilitasnya diuji dengan Cronbach Alpha. Analisis data melibatkan uji korelasi, regresi linear sederhana, serta uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas). Analisis ini bertujuan menguji hubungan antara variabel bebas dan terikat dan menentukan tingkat pengaruhnya.
[bookmark: _Toc187571822]Hasil analisis korelasi dan regresi akan memaparkan signifikansi hubungan antara money politics dan sikap pragmatis, yang diuji menggunakan program IBM SPSS. Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria statistik, seperti nilai signifikansi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi untuk memudahkan penjabaran hasil, dengan fokus pada relevansi praktik money politics terhadap pembentukan sikap pragmatis pemilih pemula.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, yang berlokasi di Jalan P.B. Sudirman, Denpasar Barat, Kota Denpasar. FISIP merupakan fakultas ke-12 dari 13 fakultas di Universitas Udayana dan memiliki enam program studi, yaitu Ilmu Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, D3 Perpustakaan, dan Administrasi Negara. Fakultas ini didirikan pada 28 Juni 2009 atas prakarsa Rektor Universitas Udayana saat itu, Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM).
Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena mahasiswa FISIP, yang sebagian besar berusia 17-21 tahun, termasuk dalam kategori pemilih pemula. Selain itu, mahasiswa sering menjadi sasaran utama dalam pemilihan umum, mengingat keterlibatan mereka yang aktif dalam diskusi politik melalui kegiatan organisasi mahasiswa, seminar, dan debat. Secara akademis, seluruh mahasiswa FISIP telah memperoleh dasar-dasar ilmu politik melalui mata kuliah pengantar ilmu politik dan dasar-dasar ilmu politik. Lingkungan ini dinilai kondusif untuk pengumpulan data yang relevan dengan penelitian.
Responden penelitian ini mempunyai karakteristik beragam, yang meliputi jenis kelamin, usia, provinsi asal, angkatan, dan program studi. Identifikasi karakteristik ini membantu dalam pengelompokan responden untuk analisis lebih lanjut.
Dari 94 responden, sebanyak 23 orang adalah laki-laki (24,5%), 70 orang perempuan (74,5%), dan 1 orang memilih tidak menjawab (1,1%). Data ini menunjukkan dominasi responden perempuan dalam penelitian ini.
Responden terdiri dari berbagai kelompok umur, dengan rincian: 2 orang berusia 18 tahun (2,1%), 15 orang berusia 19 tahun (16%), 23 orang berusia 20 tahun (24,5%), 16 orang berusia 21 tahun (17%), dan 38 orang berusia 22 tahun (40,4%). Mayoritas responden berada di usia 22 tahun.
Responden berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Mayoritas berasal dari Bali (55,3%), diikuti oleh Jawa Timur (11,7%), Jawa Barat dan Sumatera Utara masing-masing 7,4%, serta DKI Jakarta (5,3%). Sisanya berasal dari berbagai provinsi lain dengan jumlah kecil, seperti Papua Barat dan Papua Tengah (masing-masing 1,1%).
Responden berasal dari tiga angkatan, yaitu: Angkatan 2021 (50%), Angkatan 2022 (31,9%), dan Angkatan 2023 (18,1%). Mayoritas responden adalah mahasiswa Angkatan 2021.
Responden berasal dari enam program studi yang ada di FISIP. Mayoritas adalah mahasiswa program studi Sosiologi (58,5%), diikuti oleh Ilmu Politik (16%), Administrasi Publik (10,6%), Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi (masing-masing 5,3%), serta D3 Perpustakaan (4,3%).
[bookmark: _Toc187571831]Data karakteristik ini memberikan gambaran komprehensif tentang latar belakang responden, yang menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara praktik money politics dan sikap pragmatis pemilih pemula.
Uji Instrumen
Untuk menjelaskan secara naratif, uji instrumen dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan dapat mengukur data yang akan diukur. Dalam penelitian ini, analisis faktor dilakukan guna menguji validitas dengan mengkorelasikan skor antar item dalam suatu variabel, serta mengkorelasikan skor item dengan total skor.
Hasil uji menunjukkan bahwa semua item dalam variabel "money politics" dan "sikap pragmatis" dinyatakan valid karena nilai korelasi (Rhitung) lebih besar dari nilai Rtabel pada tingkat signifikansi 5%. Sebagai contoh, item-item dalam variabel "money politics" memiliki Rhitung antara 0,426 hingga 0,774, yang seluruhnya memenuhi kriteria validitas.
Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi instrumen. Dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha, hasil menunjukkan bahwa variabel "money politics" memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,944, sedangkan variabel "sikap pragmatis" sebesar 0,914. Kedua nilai ini berada di atas 0,6, yang menyimpulkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi yang baik. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, instrumen penelitian dinyatakan layak digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap selanjutnya.
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Uji Korelasi
Analisis data diawali dengan uji korelasi untuk mengukur hubungan antara variabel bebas (money politics) dan variabel terikat (sikap pragmatis). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:
· Hk: Terdapat hubungan yang signifikan antara money politics dan sikap pragmatis pemilih pemula mahasiswa FISIP Universitas Udayana dalam Pemilu 2024.
· H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara money politics dan sikap pragmatis pemilih pemula mahasiswa FISIP Universitas Udayana dalam Pemilu 2024.
Kriteria pengambilan keputusan:
· Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan.
· Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan.
Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi uji korelasi adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Maka, kesimpulannya terdapat hubungan signifikan antara variabel money politics dan sikap pragmatis. Nilai Pearson Correlation sebesar 0,369 menunjukkan tingkat hubungan rendah.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakkan untuk memastikan data berdistribusi normal menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, data berdistribusi normal.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser. Hasil menunjukkan nilai signifikansi variabel bebas (money politics) sebesar 0,012, yang lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan data bersifat homogen.
Uji Regresi Linear Sederhana
Uji regresi linear sederhana berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:
Y = 34,450 + 0,310X
Interpretasi:
· Nilai konstanta sebesar 34,450 menunjukkan jika tidak ada perubahan pada variabel bebas (money politics), maka nilai sikap pragmatis adalah 34,450.
· Nilai koefisien regresi sebesar 0,310 menunjukkan jika setiap peningkatan satu unit pada variabel money politics akan meningkatkan sikap pragmatis sebesar 0,310.
Koefisien Determinasi
Hasil perhitungan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,136, yang berarti variabel bebas (money politics) memengaruhi variabel terikat (sikap pragmatis) sebesar 13,6%. Sisanya sebesar 86,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Uji T
Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai Ttabel sebesar 1,661, hasil analisis menunjukkan:
· Nilai Thitung sebesar 3,807, lebih besar dari Ttabel.
· Nilai signifikansi sebesar <0,001, lebih kecil dari 0,05.
Dengan demikian, Hk diterima, yang berarti money politics memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap pragmatis pemilih pemula.
Berdasarkan hasil analisis, terdapat hubungan signifikan antara money politics dan sikap pragmatis pemilih pemula, meskipun tingkat pengaruhnya rendah (13,6%). Praktik money politics berkontribusi pada pembentukan sikap pragmatis, yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
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[bookmark: _Toc187571842]Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan kepada 94 responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Terdapat hubungan yang positif antara variabel money politics (X) secara keseluruhan dengan variabel sikap pragmatis (Y). hal ini didukung melalui uji koefisien korelasi sehingga kekuatan antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki keeratan hubungan R sebesar 0,369. Dilihat dari tabel interval koefisien korelasi ini berada pada tingkat rendah.
2. Hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai signifikansi penelitian ini adalah sebesar 0,200. Taraf signifikansi (0,200) > alpha (0,05). Maka dapat dinyatakan model uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heterokedastisitas menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig 0,012 > 0,05 sehingga dapat dinyatakan dalam model uji regresi tidak ditemukan kasus heterokedastisitas dan model regresi layak digunakan.
3. Nilai koefisien regresi variabel X (money politics) adalah 0,310 bernilai positif sehingga jika money politics mengalami kenaikan 1 nilai maka sikap pragmatis akan meningkat sebesar 0,310.
4. Berdasarkan hasil dari perhitungan koefisien determinasi pada tabel di atas, diketahui nilai R Square adalah 0,136 yang berarti hubungan variabel X secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 13,6%.
5. Berdasarkan hasil uji t mendapatkan hasil nilai sig. sebesar <0,001 dan nilai thitung sebesar 5,333 yang berarti nilai sig. <0,001 < 0,05 dan nilai thitung 5,333 > tabel 1,161. Dari hasil uji parsial tersebut dapat disimpulka bahwa Hk diterima, yakni terdapat hubungan yang signifikan antara money politics terhadap sikap pragmatis mahasiswa FISIP UNUD dalam pemilu tahun 2024.
6. Dalam prespektif Teori Pilihan Rasional money politics dapat dilihat sebagai insentif material yang ditawarkan kepada pemilih pemula untuk memengaruhi keputusan mereka. Sikap pragmatis mengacu pada pemilih yang cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek dan nyata dibandingkan ideologi atau visi dan misi calon kandidat
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	Penelitian yang telah disusun ini memiliki beberapa saran yang bisa diberikan berbagai pihak terkait. Antara lain adalah;
1. Pemilih pemula diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait dengan pentingnya partisipasi dalam politik tanpa terpengaruh dengan kepentingan material sesaat. Pemilih pemula diharapkan dapat lebih bijak dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pilihan politik yang diambil dan berani untuk menolak segala bentuk praktik money politics. 
2. Institusi Pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula diharapkan dapat memperdalam Pendidikan politik ke dalam kurikulum maupun kegiatan yang membantu pelajar bisa memahami proses pemilu secara mendalam dan kritis, dengan harapan pelajar dapat menghindari sikap pragmatis yang dapat merugikan mereka di masa depan.
3. Partai politik diharapkan dapat lebih fokus pada edukasi politik serta membangun relasi yang sehat melalui berbagai event atau program dengan pemilih pemula bukan dengan melalui janji-janji material atau praktik money politics sehingga pemilih pemula dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang matang bukan karena praktik money politics. 
4. [bookmark: _Toc187571844]Pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik money politics terutama pemilih pemula melalui sosialisasi terkait dengan dampak negative money politics. Sosialisasi dapat dilakukan di institusi Pendidikan, atau sosial media agar generasi muda dapat lebih paham pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan tidak bersikap pragmatis

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Ns Taqwin, M., Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Abdullah, M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Aswaja Pressindo.
Aminuddin, M. F., & Prasetyawan, W. (2022). Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019. LP3ES.
Ashar, A. (2022). Politik Transaksional dan Implementasinya terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur dalam Tinjauan Siyasah Syar’iyyah [Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda]. http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1966
Azhar, M., Sahide, A., & Jatmika, S. (2021). The Role of Local Elite in the Transformation of Intolerant Values in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(12), 210–246.
Fitriani, A. (2022). Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)/Criminological Review of Money Political Crimes in The Election of Regional Heads (Cases Study in Pangkep Regency Year of 2017-202 [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/14307
Handoyo, E. (2013). Pendidikan Anti Korupsi. Penerbit Ombak.
Hardani, A., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., & Ustiawaty, J. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Pustaka Baru Press.
Hawing, H., Fadillah, B. N., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(2), 192–204. https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i2.413
Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 3(1), 45–53. https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533
Hov, D. H. (2019). There’sa First Time for Everything-A Study of the Decision-Making Strategies of First-Time Voters. University of Oslo.
Kompas.com. (2019). 80 Amplop dari Posko M. Taufik Masing-masing Berisi Uang Rp. 500.000. https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/17143041/80-amplop %09dari-posko-m-taufik-masing-masing-berisi-uang-rp-500000
Maria, L., & Marendra, D. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
Ritzer, G., & Alimandan, D. J. (2005). Teori Sosiologi Modern (B. S. Triwibowo (ed.)). Kencana Prenada Media Group.
Rosyad, S. (2021). Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio Legal Normatif. Penerbit NEM.
Tafsir, A. (1990). Filsafat Umum : Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra (T. Surjaman (ed.)). Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Politik Uang, Pub. L. No. 32 (2004).
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
Wasitohadi, W. (2012). Pragmatisme, Humanisme dan Implikasinya bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. Satya Widya, 28(2), 175–190. https://doi.org/10.24246/j.sw.2012.v28.i2.p175-190
Zaiton, M., & Ubaidullah, M. A. (2019). Pengaruh Money Politic terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan (Studi Kasus Kecamatan Kluet Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 4(4), 1–13.


	


